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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Perundang-Undangan di Indonesia 

Peraturan dan pencatatan pernikahan di Indonesia diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan yang telah dikaji 

penulis menyimpulkan telah terjadi konflik norma antara peraturan tentang 

perkawinan yang harus dicatatkan dan peraturan tentang perkawinan tidak 

tercatat namun dapat dicatatkan. Peraturan yang lebih rendah seharusnya 

tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (asas lex superior 

derogate legi inferiori). Itu seharusnya tidak terjadi, jika dalam 

pembuatannya mengakomodir keterlibatan berbagai pihak terkait. 

Masalah utama adanya peraturan ini adalah banyak orang tidak 

memiliki identitas diri disebabkan tidak mencatatkan perkawinannya 

sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai prasyarat utama untuk 

membuat identitas diri. Kemendagri kemudian mengeluarkan berbagai 

kebijakan sebagai solusi masalah ini, di antaranya pemberlakuan SPTJM dan 

2 (dua) orang saksi, pencatatan kependudukan didasarkan atas terjadinya 

peristiwa, asas contrarius actus dengan landasan Permendagri No 9 Tahun 

2016, Perpres  No 96 Tahun 2018, Permendagri No 108 dan 109 Tahun 2019. 

2. Dampak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Terhadap Status 

Perkawinan Pada Kartu Keluarga 

a. kemudahan mendapatkan pelayanan publik dan pembangunan; 
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b. tarik menarik kewenangan antarlembaga; 

c. kurang tertibnya administrasi pencatatan perkawinan; 

d. kesadaran pencatatan perkawinan rendah jika tidak didorong dicatatkan; 

e. pembuktian akta autentik kartu keluarga dalam persidangan; 

f. tidak terpenuhinya secara penuh perlindungan hukum perempuan dan anak 

saat perkawinan berlangsung dan pascaperceraian. 

B. Saran 

Perpres No 96 Tahun 2018 telah berlaku selama 3 (tiga) tahun sehingga 

telah menghasilkan banyak produk dokumen kependudukan yang berdasarkan 

KK dan Akta Kelahiran. Kebijakan tersebut jangan sampai muncul anggapan di 

masyarakat bahwa pencatatan pernikahan bagi orang yang beragama Islam di 

bawah pengawasan PPN KUA itu tidak penting. Pencatatan pernikahan oleh 

PPN KUA itu sangat penting karena dilakukan pemeriksaan mendalam tentang 

keabsahan pernikahan. Keabsahan pernikahan lebih penting daripada 

pencatatan pernikahan, pencatatan pernikahan tidak boleh diabaikan demi 

perlindungan dan kepastian hukum. Pencatatan pernikahan seharusnya 

tidak bisa dilakukan sebelum diketahui keabsahan pernikahan.  

Tanggal 1 November 2021 telah dilakukan pertemuan pimpinan tinggi 

antarlembaga menghasilkan berbagai kesepakatan penting, Adanya masalah dan 

dinamika yang terjadi, Penulis memberikan saran sebagai berikut. 

1. Bagi yang merasa dirugikan atas terbitnya Perpres ini dapat mengajukan 

judicial review di Mahkamah Agung. 

2. Peraturan tentang perkawinan yang telah berlaku lama dan kurang relevan, 

sebaiknya dikaji kembali, terutama hukuman bagi pelanggar UU Perkawinan. 
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3. Peraturan baru memperbaiki Perpres Nomor 96 Tahun 2018, terutama tentang 

mekanisme pencatatan perkawinan harus melalui proses pemeriksaan 

keabsahan pernikahan sebelum pernikahan tersebut dicatatkan. 

4. Sosialisasi dan pemberian informasi secara jelas terhadap masyarakat pemilik 

KK “Kawin Belum Tercatat” dan akibat hukumnya. KK “Kawin Belum 

Tercatat” perlu didorong melakukan isbat nikah.dengan jangka waktu tertentu 

agar status perkawinan dalam KK menjadi “Kawin Tercatat”. 

5. Program isbat nikah terpadu atau prodeo yang biayanya ditanggung pemerintah. 

6. Disdukcapil lebih berhati-hati dalam membuat KK terutama dengan 

memeriksa keabsahan perkawinan dengan sistem checklist yang memuat 

syarat dan rukun perkawinan serta pelanggaran larangan perkawinan.  

7. KUA dan PA lebih berhati-hati dalam menggunakan produk KK. KK “Kawin 

Belum Tercatat” karena masih diragukan status keabsahan perkawinannya. 

8. Sebaiknya ada kartu khusus untuk mendata peristiwa “Kawin Belum 

Tercatat” sehingga tidak meletakkan keterangan belum pasti Kartu Keluarga 

karena akta autenik berkekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. 

9. Disdukcapil, KUA, dan Pengadilan Agama meningkatkan sinergitas dan 

koordinasi antarlembaga dengan melakukan kerja sama antarlembaga. 

10. Memaksimalkan pemanfaatan pengintegrasian aplikasi SIMKAH, SIPP, 

dan SIAK sebagai kontrol untuk mendorong agar KK “Kawin Belum 

Tercatat” menjadi KK “Kawin Tercatat” dengan jangka waktu tertentu 

melalui lembaga isbat nikah yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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